BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis
uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagi beriku:
1. Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Kealpaan Dalam
Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak dan Izin yang
Menyebabkan Timbul Korban Luka, dimana didalam tindak pidana
yang dimaksud ini terdapat dua tindak pidana, maka dalam
pengaturan hukumnya diatur dengan 2 (dua) aturan hukum yang
berbeda, dimana untuk tindak pidana Kealpaan diatur didalam BAB
XXI Buku ke 1l Pasal 359 sampai dengan Pasal 360 KUHP, yang
digolongkan menjadi 3 jenis kealpaan. Pertama didalam Pasal 359
KUHP diatur mengenai kealpaan yang menyebabkan orang lain
mati, kedua diatur didalam Pasal 360 Ayat 1 yang mengatur
tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat dan di
Pasal 360 Ayat 2 mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan
orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau
halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama
waktu tertentu. Dan untuk tindak pidana kepemilikan senjata api

ilegal, pengaturan hukumnya diatur didalam Undang-Undang

nusus yaitu didalam UU Drt No 12 Thn 1951 Tentang Senjata Api

an Senjata Tajam didalam Pasal 1 Ayat 1, adapun ancaman
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hukuman bagi pelaku penyalahgunaan senjata api ilegal dalam UU
ini yaitu dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur
hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua
puluh tahun.

2. Penerapan hukum pidana materili dalam putusan Nomor
1389/Pid.Sus/2018/PN Plg adalah kurang tepat. Dimana didalam
dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat kekeliruan, dimana
penuntut umum dalam dakwaanya menggunakan surat dakwaan
yang bersifat alternatif, artinya dalam surat dakwaan terdapat
beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang
satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan
pada lapisan yang lainya, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa
lapisan hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan dan jika salah
salah satu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu
dibuktikan lagi yang menyebabkan Majelis Hakim dalam memutus
suatu perkara dianggap kurang cermat dalam memperhatikan
kasus ini. Menurut penulis hanya dakwaan yang pertama yaitu
Pasal 1 Ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951 berupa penyalahgunaan
senjata api yang dapat dinyatakan terbukti. Sedangkan jika
diperhatikan dengan cermat, seharusnya unsur-unsur didalam

tindak pidana kealpaan yang menyebabkan korban luka sedemikan

Ipa yang diatur didalam Pasal 360 Ayat 2 KUHP juga harus

buktikan didalam persidangan, karena kasus ini merupakan
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gabungan tindak pidana yang terdiri atas dua tindak pidana yaitu
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana tanpa hak membawa
senjata api. Menurut penulis ada dua hal yang menjadi kekurangan
di dalam putusan ini, yang pertama adalah surat dakwaan Penuntut
Umum yang seharusnya menggunakan dakwaan Kumulatif, karena
menurut penulis didalam kasus ini terdapat dua tindak pidana yang
berdiri sendiri dan kedua-duanya harus dibuktikan di persidangan.
Kedua, Majelis Hakim harus cermat dalam memperhatikan kasus
yang ditangani, meskipun pada dasarnya hakim tidak boleh
memutus suatu perkara diluar dari apa yang dituntut ole Penuntut
Umum, namun ada suatu asas yang berlaku didalam hukum pidana
yaitu hakim bersifat aktif, artinya hakim diperbolehkan untuk
memperluas putusanya jika ada fakta-fakta hukum yang belum
dibuktikan demi tercapainya keadilan bagi semua pihak.
B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak
pidana Kealpaan dan tindak pidana penyalahgunaan senjata api
ilegal, diharapkan kedepanya para penegak hukum mampu

menegakkan hukum dan menerapkan setiap aturan-aturan yang

da didalam KUHP maupun didalam UU khusus secara

bseluruhan dan lebih maksimal.
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2.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus teiliti dan
lebih cermat dalam menyusunya, juga harus mempunyai
pemahaman dan ilmu hukum dengan baik bukan hanya hukum
secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak terjadi
kesalahan dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai
dengan unsur yang didakwakan. Mengingat surat dakwaan
merupakan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara,
menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang

dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.
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